
d. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor: 356/3772/SJ tanggal 13 Juli 
2015 tentang Perubahan Atae Surat Edaran Menteri 
DaJam Negeri Nomor: 356/7498/SJ tent.ang Panduan 
Penyusunan, Pelaksana.an dan Pelaporan Alesi 
Pencep.han dan Pem beran tasan Korupsi (AKSI PPK) 
Pemerintah Daerah Tahun 2015. salah satu ukuran 
keberhastlan daJBm aksi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah 
Daerah ada1ah di terbitkannya Peraturan Kepala Daerah 
ten tans Standar Operasional Prosed ur Perizinan pada 
Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

c, bahwa sesuai keten tuan Pasal 5 ayat ( 11 Pera tu ran 
Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2014 tente.ng 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pernerintahan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purworejo, standar operasional prosedur 
administrasi pemerintahan disusun oleh aparatur pada 
maaing-maeing unit kerja pada Perangkat Da.erah dan 
ditetapkan oleh maaing-masing Kepala Perangkat 
Daerah; 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizina.n 
yang eesuat dengan asas penyelenggaraa.n 
pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraannya 
harus didasarkan pada prinsip-prinsip 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan 
standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerinta.h 
Daerah daJam penyclenggaraan pelayanan perisinan 
pada Kantor Penamanan Modal clan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Purworejo, periu disusun. ditetapkan dan 
diterapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan 
Perizinan; 

STANDAR OPERASJONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZlNAN 
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 

KABUPATEN PURWOREJO 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 4 T..AHUN 2016 

TENTANO 

BUPATIPURWOREJO 
PROVDISI JAWA TUGAH 

ISALINANI 

 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
I. Da.erah a.dalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerlntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo. 
3. Bupati a.dalah Bupati Purworejo. 
4. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. 
5. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang 11elanjutnya 

dtsebut KPMPT adaiah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Purworejo. 

6. Kepala KPMPT adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo. 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

BAB! 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PELAYANAN PERIZJNAN PADA KANTOR 
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 
KABUPATEN PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

l. Pa&e.l 18 ayat (6) Undang-Undang Dll88.J" Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentulcan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Ungkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :2004 Nomor 244, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubab beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atae Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 
5679); 

Mengingat 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 
perlu menetapk.an Peraturan Bupati tentang Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor 
Penanaman Modal dan Peri.zinan Terpadu Kabupaten 
Purworejo; 

 



Jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh KPMP'l', meliputi: 
a. lzin Lokasi; 
b. lzin Ullllhe lndustri; 
c. lz:in Perluaaa.n lndustri; 
d. Tanda Oaftar lndustri (TD!); 
e, lrin Uaaha Perdagimgen; 
f. Tanda Dafter Perusahaan (TOP); 
g. Tonda Daftar Gudang (TOOi; 
h. lzin Pengusahaan Burung We.let; 
i, lzin Usaha Pariwisata; 
j. lzin Gangguan (HO); 
k. lzin Mendirikan Bangunan (IMB] kecuali lMB untuk bangunan 

rumah tingpl yang tidak bertingkat dengan \uas maksimal 100 M• 
(bukan kompleks perumahan); 

I. lzin Usa.ha Jasa Kontruktri (IUJK); 
m. Izin Reldame; 
n. lzin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; 

Pasal 2 

PEL.AYANAN PERIZlNAN 

BABII 

7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur 
satuan kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan 
untuk memberikan rekomendasi terhadap pennohonan perieinan. 

8. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang 
merupakan bukti lege.litas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seaeorang at.au badan untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 

9. Perisinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau baden 
usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalia.n dan penpwasan ataa kegiatan. pernanfaatan ruang. 
serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana 
atsu faailitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
keleatarian lingkungan. 

I 0. Perizinan pa.raJel adalah penyelenggaraan perizine.n yang diberikan 
kepada pelalcu usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari 
satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan. 

11. Pelayanan Perizinan adalah pemberian satu atau lebih izin kepada 
orang atau badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha 
dan/atau kegiatan bukan usaha. 

12. Retribusi adalah pungutan sebagai pemba.yaran ataa jasa atau 
pemberian tzin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh Pemerintah Da.erah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah yang selanjutnya disebut SKRD 
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah rettibusi 
yang terhutang, 

 



(11 StandaT Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada KPMPr 
mengatur mengenai ta.ta cars urutan pelaksanaan pekerjaan 
pelayanan perizinan dalam suatu proses yang berkesinambungan. 

Pasal 4 

BAB Ill 

STANDAR OPERAS!ONAL PROSl!:OUR 

(I) Pelavanan Perizinan dapat dilakukan untuk satu ienis penzman 
tertentu atau beberapa perizinan yang berkaitan aecara paralel. 

(2) Pe\avanan beberapa perizinan secara paralel sebagairnena dimaksud 
pads avat !11 berlaku ketentuan sebagai betikut: 
a. surar eermohonan berl.aku untuk semua jenis perizinan yang 

dimohon: 
b, satu proses pemeriksaan dan peniniauan JapanR8ll dil.ekukan 

untuk kepennnzan teknis aesuai ienia perizinan van!!. dimohon; 
c. eetiap kelen~pan persyu.ratan digunakan untuk sernua jenis 

perizinan yang dimohon. 

(3) Setiap permohonan pelayanan perizin11J1 yang be111ifat investaei atau 
penanaman modal wajib melakukan i.zin penanaman modal. 

Pasal 3 

o. lzin Riaet, Survey, Peneliuan, Praktek Kerja Lapangan (PKLI, 
Mahaaiawa dan Lembaga Swadaya Maayarakat (LSM) aerta 
Badan/Pcrorangan dari Oalam/Luar Negeri; 

p. lzin Penyambungan Jal.an dengan Jelen Umum; 
q. lzin Warung Internet dan Game Net; 
r. 1zin Uaaha JaM Titipan; 
s. Jzin U3aha Pengclolaan Pasar Tra.diaional (fUP21'1; 
t. Ii.in Usaha Pusat Perbelanjaan (IUP.P') untuk Pertokoan, Mall, Piasa 

dan Pusat Perdagangan; 
u. lzin Usaha Tako Modem (IUTM) unruk Minimarket, Supermarket, 

Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakari; 
v, lzin Prinsip Penanaman Modal; 
w. lzin U!laha untuk berbagai sektor usaha; 
it. lsin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 
y. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai aektor usaha; 
z. lzin Prinsip Perubahan Penaruunan Modal; 
aa, !zin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; 
bb. !zin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 
cc. lzin Usaha Penggabungan Peruaahaan Penanaman Modal untuk 

berbagai acktor usaha; 
dd. lzin Pembuk.aan Kantor Cabang; 
ee. lzin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing; 
ff. Surat bin Usaha PeTwakllan Perusahaan Perdagangan Asing, dan; 
gg. lzin Penggunaaan Sarana Umum. 

 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai ber!aku, Keputusan Kepala Kantor 
Penanaman Modal dan Perizinan 'rerpadu Kabupaten Purworejo Nomor; 
061/038/2015 tentang Standar Operasional Proeedur (SOP) Pelayanan 
Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Perisinan Terpadu 
Kabupaten Purworejo. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, aemua proses 
pennohonan dan pemberian izin pada KPMPT yang sedang berlangsung 
wajib diseauaikan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pa.aal 7 

KETENTUAN PENUTUP 

BABV 

(3) Kepala KPMPr melaporkan hasi! evaluasi dan monitoring 
sebagaimana dimaksud pada ayat (ll ~ Bupati setiap 6 (enam) 
bulan sekali. 

(2) Evaluasi dan monitoring aebft88lmana dlmakaud pada a.vat ( 11 untuk 
menjamin pelayanan peri.zinan pada KPMPT terselenggara dengan 
baik sesuai prinsip-prin&ip penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu dan stander pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(I) Kepala KPMPT melakukan evaluasi dan monitoring atas 
pelalaanaan penyelenggaraa.n pelayanan perizinan setiap 6 (enam) 
bulan sekali. 

Pasal 5 

EVALUASI DAN MONITORING 

BABIV 

(21 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan eebagalmana 
dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini terdiri dari: 
a. Lampiran l : daaar hukum, persyaratan dan mekamsme 

pelayanan perisinan; 
b. La.mpiran 11 : biaya/retribulli pelayanan perizinan; 
c. Lampiran Ill : standar waktu pelayanan perizinan; 
d. Larnpiran IV : bagan alur prosedur pelayanan perizinan; 
e. Lampiran V : maldumat pelayanan perizinan. 

 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E NOMOR 4 

Ttd. 

TRIHANDOYO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 11 Pebnaari 2016 

AGUSUTOMO 

Ttd. 

Pj. BUPATI PURWOREJO, 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 11 Pebnlari 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 

 



A. DASAR HUKUM 
I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propmai Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintah Daerah 

eebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua a.tas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin 
Lingkungan; 

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 t.entang Pe.nyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan 
Investasi secaea Elektronik; 

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang lzin Lokasi: 

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 
Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara lzin Prinsip Penanaman 
Modal; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 1994 
tentang lzin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2003 
tentang lzin Usaha Perdagangan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2004 
tentang Pendaftaran Perusahaan; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 
t.entang lzin Uaaha Pariwisata; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi lzin Gangguan; 

15. Peraturan Oaemh Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 
2011-2031; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor l O Tahun 2012 
t.entang Garis Sempadan; 

DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN MEKANISME 
PELAYANAN PERIZINAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 4 TAIIUlf 2016 
TENT ANO 
STANDAR OPERASIONAL. PROSEDUR 
PELAYANAN PERIZ!NA.N 
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN 
PERIZINAN TERPAOU KABUPATEN PURWOREJO 

 



LS. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012 
tentang lzin Mendirikan Bangunan; 

19. Peraturan Da.erah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Inn Gangguan; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Penanaman ModaJ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 5 Tahun 2014 
ten tang l.zin Usaha Ja&a Konstruksi; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, 
Penataan dan Pengendalian Pasar Modem; 

23. Peraturan Oaerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; 

24. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 816 Tahun 2001 tentang 
Pedoman lzin Penggunaan Sarana Umum; 

25. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tata Cara 
Penerbitan lzin Prinsip dan lzin Usaha Pengusahaan Sarang Burung 
Walet; 

26. Peratunm Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2004 tentang Prosedur 
dan Tata Cara Pendaftaran Oudang; 

27. Peraturan Bupe.ti Purworejo Nomor 63 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Memperolah lzin Lokasi/ Penetapan Lokaei; 

28. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Izin Tata 
Cara Pelayanan dan Penerbitan lzin Reklame; 

29. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 
Tahun 2007 tentang Perubahan atae Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang lzin Penggilingan Pa.di, 
Huller dan Penyosohan Beras; 

30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor I 4 Tahun 20 IO tentang Izin 
Riset, Survey, PKL untuk Maha&iswa, untuk LSM dan l..embaga/ 
Perorangan dari Luar Negeri; 

31. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ped.omen 
Peri.zinan Warung Internet dan Game Net di Kabupaten Purworejo; 

32. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, F'ungei dan Tata Kerja Kantor Penanaman 
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo; 

33. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Zona 
Penempatan Menara Telekomunik.aai di Kabupaten Purworejo; 

34. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang 
Pendelepaian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin lcepada 
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Purworejc, sebag,Rimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Purworejo Nomor 56 Tahun 2015; 

35. Peraruran Bupati Purworejo Nomor 45 Tahun 2014 tentang 
Perayaratan <Ian Tata Cara Penerbitan lzin Usaha Pengelolaan Paear 
Tradisional, !?in Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin Usaha Toko 
Modem; 

36. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2003 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan lzin Usaha lndustri. lzin 
Periuasan dan Tonda Daftar lndustri; 

 



4. lzin Usaha. Perdagangan: 
a. Formulir permohonan; 
b. Fotokopi KTP pemohon; 

3. Tanda Daftar lndustri: 
a. Fonnulir permohonan; 
b. Potokopi KTP pemohon; 
c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan yang 

berbadan hukum]: 
d. Fotokopi surat pengeaahan eebagll.i bada.n hukum dari pejabat 

yang berwenang; 
e. Fotokopi IMB; 
t. Fotokopi lzin Oangguan: 
g. Fotokopl NPWP Perusahaan: 
h. SPPL/ AMDAL/IJKL-UPL.; 
i. Daftar mesin dan peraJatan produksi; 
j. Surat Kuasa bermatera.i Rp.6.000 apabila pemohon tidak 

mengurus sendiri. 

2. Izin Perluasan Industru 
a. Formulir pennohonan; 
b. Fotekopi KTP pemohon; 
c. Fotokopi Akta Pendirian Perusaha.an (bagi perusahaan yang 

berbadan hukum); 
d. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejaba.t 

yang berwenang; 
e. Fotokopi IMB; 
f. Fotokopi Lzin Gangguan; 
g. Fotokopi NPWP Perusahaan; 
h. SPPL/AMDAL/UKL-UPL; 
i. Daftar mesin dan pera.latan produksi: 
j. Surat Kuasa bennaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak 

rnengurus sendiri. 

B. PERSYARATAN 
1 . Izin Usaha lndustri: 

a. Fonnulir permohonan; 
b. Fotokopi KTP pemohon; 
c. Fotokopi Akta Pendirian Perusaha.an (bagi perusaha.an yang 

berbadan hukum); 
d. Potokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat 

yang berwenang; 
e. Fotokopi !MB; 
f. Fotokopi lzin Gangguan; 
g. Fotokopi NPWP Perusahaan: 
h. SPPL/AMDAL/UKL- UPL; 
i, Daftar mesin dan peralatan produksi; 
j. Surat Kuasa bennaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak 

mengurus sendiri. 

37. Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 180.18/54/2015 tentang 
Pembentukan Tim Teknia Perisinan Kabupaten Purworejo. 

,... 

 



7. Jzin Gangguan: 
a. Formulir permohonan; 
b. Fotokopi KTP pemohon; 
c. Fotokept Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan yang 

berbadan hukum) 
d. Fotokopi surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah: 

6. Tanda Daftar Gudang: 
a. Formulir permohonan; 
b. Fotokopi KTP pemohon; 
c. Fotokopi SIUP; 
d. Fotokopi TOP; 
e. Fotokopi IMB; 
f. Fotokopi Lzin Gangguan; 
g. F'otokopi NPWP Perusahaan; 
h. F'otokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan 

pernilik gudang, bagi penguaaha. yang menyewa/ memanfaatkan 
gudMg piha.k lain; 

i. Surat penunjukan atau surat keterangan yang 
diperaamak.anapabila peruaahaan tersebut eebaga.i kantor 
cabang, perwakilan, pembantu; 

j. Surat Kuaaa bennaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak 
mengurus sendiri. 

5. Tanda Daft.at Perusahaan: 
a. Formulir permohonan; 
b. Fotokopi KTP pemohon; 
c. Fotokopi Aleta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan yang 

berbadan hu\cum); 
d. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat 

yang berwenang; 
e. Fotokopi IMB; 
f. Fotokopi lein Gangguan; 
g. Fotokopi NPWP Perusabaan; 
h. Surat penunjukan atau surat keterangan yang 

dipersamakanapabila perusahaan tersebut sebaga.i kantor 
cabang,perwakilan,pen1be.ntu; 

i, Surat Kuasa bennaterai Rp.6.000 apabila pemohon tida.k 
mengurus sendiri. 

c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan yang 
berbadan hukum); 

d. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat 
yang berwenang; 

e. Fotokopi !MB; 
r. Fotokopi Jzin Gangguan; 
g. Fotokopi NPWP Peruaahaan; 
h. Neraca Perusahaan; 
i. Daftar tenaga. kerja; 
j. Foto Direktur (4 x 61 2 lembar; 
k. Surat Kuaaa bennaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak 

mengurus sendiri. 

 



10. lzin Mendirikan Bangunan: 
a. Fonnulir pennohonan; 
b. Fotokopi K1'P pemohon; 
c. Data kondisi/ siruaei tanah (letak/lokasi dan topografi); 
d. Potokopi surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah; 
e. Surat pernyataan bahwa tanah tidak da.lam status sengketa; 
f. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal/ !a;in Lokasi, untuk 

keiatan usaha yang mensyaratkan; 
g. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan 

(SPP!'-PBBJ tahun berkenaan; 
h. Fotokopi lzin Lingkungan bagi usaha yang menayaratkannya; 
i. Gamber reocana/ arsitektur bangunan; 
j. Gambar sistem struktur; 
k. Gambar aistem utilitas; 
l. Perhitungan struktur dan atau bentang struktur bangunan 

disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai 
atau lebih: 

9. lzin Usaha Parlwisata: 
a. Formulir pennohonan; 
b. Fotokopi KTP pemohon; 
c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan yang 

berba.dan hukum) 
d. Fotokopi surat pengeaahan sebagai badan hulrum dari pejabat 

yang berwenang; 
e. Fotokopi surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah; 
f. Fotokopi IMB; 
g. Fotokopi lzin Gangguan; 
h. Fotokopi SIUP; 
i. Fotokopi TOP; 
j. Surat persetujuen dart pemlllk tanah/ bangunan bagi yang 

menggunakan tanah/ bangunan millk orang lain; 
k. Surat Kuaaa bermaterai Rp.6.000 apablla pemohon tidal< 

mengurus sendiri. 

8. lzin Pengusahaan Sa.rang Bu rung Walet: 
a. Formulir pennohonan: 
b. Fotokopi KTP pemohon; 
c. Fotokopi SIUP; 
d. Fotokopi TOP; 
e. Fotokopi IMS; 
f. Fotokopi l.zin Gangguan; 
g. Fotokopi lzin Prinsip PM; 
h, Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak 

mengurus sendiri. 

e. Persetujuan tetangga. sekitar lokasi yang disahka.n oleh Kepala 
Desa/Lurah dan Cama.t setempat; 

f. Fotokopi lzin Prinsip Penanaman Modal/ lzin Lokasi; 
g. Fotokopi lMB; 
h. SPPL/ AMDAL/UKl,-UPL; 
i. Fotokopi lzin Lingkungan bagi usaha yang mensyaratkannya; 
J· Surat Kuasa bennaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak 

mengurus sendiri, 

 



13. Izin Usaha Pengilinga.n Padi, Huller dan Penyo10han Beras: 
a. Form1.1lir permohonan: 
b. F'otolropi KTP pemohon; 
c. F'otokopi aurat bukt! kepemilikan/ penguasaan tanah; 
d. Surat l'l!:myataan pemillk tanah/ rumah, ape.bila sewa untuk 

melampirkan Surat Perjanjian Sewa/ Kontrak; 
e. Fotokopi lzin Gangguan; 
r. Fot.okopi !MB; 
g. Jarak antara penggilingan padi yang dimohon dengan 

pengilingan padi yang sudah ada minimal 700 (tujuh ratus) 
meter; 

h. Jarak antara penggilingan padi yang dimohon dengan sekolah, 
tempat ibadah, ternpat layanan kesehatan dan kantor pemerintah 
minimal 200 (dua ratus] meter; 

i. Surat Kuasa bennaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak 
mengurus sendiri. 

I 2. lzin Reklame: 
a. Fonnulir pennohonan; 
b. Fotokopi KTP pemohon; 
c. Fotokopi IMB, apabila bentuk reklame pennanen; 
d. Gamber sketsa tempat usaha dan dene.h Jokasi; 
e. Surat pemyat.aan keaanggupan mengganti kerugian untuk 

reklame berkonstruksi; 
f. Surat Kuasa bennaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak 

mengurus sendiri. 

11. lzin Usaha Jesa Konstruksi: 
a. Formulir permohonan; 
b. Fotokopi K'TP pcmohon; 
c. Fotokopi Aleta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan yang 

berbadan hukum) 
d. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejebat 

yang berwenang; 
e. Fotokopi Sert:ifikat Baden Usaha; 
f. Fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknilc; 
g. Fotokopi Sertifikat Keahlian/ Sertilikat Ketrampilan Tenaga Ahli; 
h. Fotokopi NPWP Perusahaan; 
1. Fotokopi KTP, NPWP, ljazah Tenaga Ahli; 
j. Fotokopi SPT Tahunan [tahun terakhir): 
k. Foto Direlctur 4 it 6 (per bidang usaha 2 lembar); 
I, Surat Pemyataan Tidal< Masuk Dafter Hitem; 
m. Surat Keterangan Dornislh Badan Usaha; 
n. Daftar pengalaman pekerjaan 10 tahun terakhir dengan nilal 

ttrtinggi sesual bidang usaha dilampiri fotokopo SPMK; 
o. Rekomendasi dart SKPD teknia; 
p. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apabila pemohon tide.k 

mengurus sendiri. 

m. Perhitungan utilita.s bagi bangunan gedung bukan hunian rumah 
tinggal; 

n. Data penyedia jasa perencanaan; 
o. Rencana Anggaran Biaya; 
p. Surat Kuesa bennaterai Rp.6.000 apabila pcmohon tidak 

mengurus aencilri. 

 



AGUS UTOMO 

Pj. BUPATI PURWOREJO, 

Ttcl. 

C. ME:KANISME: 
l. Pemohon datang ke Kantor Penariarnan Modal dan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Purworejo untuk mengambil blangko permohonan izin serta 
untuk mengetahui persyaratan wn yang dibutuhkan; 

2. Setelah blangko permohonan diisi dengan benar dan lengkap serta 
diketahui Kepala Kelurahan/ Desa, Kepala UPTD DPU, Camat setempat 
(apabila permohonan dipersyaratkan) yang selanjutnya diserahkan ke 
loket Pelayanan dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan; 

3. Berkas permohonan izin selanjutnya diteliti/ diperiksa oleh petugas 
pelayanan: 

4. Berkas permohonan izin yang belurn benar dan lengkap dikembalikan 
kepada pemohon untuk dibetulkan dan/ atau dilengkapi; 

5. Berkas pennohonan izin yang telah benar dan lengkap selanjutnya oleh 
petugas pelayanan perizinan dimasukkan dalam Register Perizinan; 

6. Untuk jenis izin tertentu yang memerlukan pemeriksaan lokasi, 
dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Peri.zinan; 

7. Berdasarkan pemeriksaan lokasi, Tim Teknie Perizinan menerbitkan 
Rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa lzin dapat diterima atau 
ditolak; 

8. Terhadap Permohonan yang telah di lakukan perneriksaaan lokasi 
ditemui adanya kekurangan persyaratan teknis Pemohon wajib 
me!engkapi persyaratan teknis tersebut dalam tempo 14 (empat belasl 
hari kerja terhitung sejak dilakukan peninjauan lokasi; 

9. Apabila pernohon tidak melengkapi persyaratan teknis dimaksud maka 
pennohonan dianggap kedaluwarsa dan apabila ingin mengajukan 
kembali permohona.n tersebut harus dilakukan dengan pennohonan 
baru dengan persyaratan yang baru; 

10. Dalam memberikan rekornendasi apa.bila diperlukan Tim Teknis dapat 
memohon arahan dan petunjuk Tim Pembina Peri.zinan; 

11. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan Tim Teknis Perizinan, Kantor 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menerbitkan izin dalam 
waktu yang telah ditetapkan dan Pemohon membaya.r retribusi izin 
[apablla pelayanan perizinan dipungut retrtbusi) ; 

12. Sebelum menerbitkan izin apabila diperlukan Kepala Kantor 
Penanaman Modal Dan Perisinan Terpadu dapat memohon saran, 
arahan dan petunjuk Tim Pembina Perizinan; 

13. Izin yang telab diterbitkan, diserahkan kepada pemohon setelah 
pemohon membayar retribuei sesuai ketentuan yang berlaku (apabila 
pelayanan perizinan dipungut retribusi); 

14. Terhadap permohonan izin yang ditolak, diterbitkan surat penolakan 
izin yang berisi alasan penolakannya; 

15. Perm.ohonan izin yang telah ditolak, tida.k dapat diajukan pennohonan 
izin kernbali oleh Pemohon izin yang sama, dengan objek izin dan 
persyaratan izin yang sama; 

16. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo 
tidak dapat memproses pennohonan izin sebagaimana dimaksud pada 
angka 15. 

~~~~,~A BAGIAN HUKUM 

 



Tt4. 

AGUS UTOMO 

Pj. BUPATI PURWOREJO. 

NO JENIS !ZIN I Gra.~s 
BIAYA2 RETRl!3lJSI I l Izin Prin51 PM .P. .. 2 Izin f'rinain Perluaean PM • Gratis 

3 Jzin Prtnsin Perubahan PM Oratl8 - 
4 [Zin Pl'inS m Pcna••bunn•.n PM Gratl8 
5 lzt.n U"""".. vM Graua 
6 lr:m U saha Pcrluasan PM - Graus 
7 lzln U saha Peru"" nan PM Gratl."l 
8 Izin Usaha Pcn1>JPAbunftftn PM Orans - 
9 lzin Kantor Pcrwakilan Perusahaan A&'--:. Gratis 
10 Surat lzin UsatutPerwakilan Perusahaa» Gratis 

Pc ' As!n,r !SIU P3AI 
II !ztn Pembukaa.n Kantor ca-no Gratis 
17 !zin Lolcast Gratis 
13 lzln Mendirikan Bangunan (IMB) Scsuai Penta Kabupe.ten 

Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 
14 . lztn Oanuuan (Huj" Sesuai Perda Kabupaten 

Purworeio Nomor 6 Tahun 2011 
15 •-- u~ PerolllllWln (SIUPl Gratis 
16 r .. _ Usaha lndustri 11u11 Gratia 
17 J;nn Ptrluasan !ndustri Gratis 
18 Jzin U saha Pariwisa ta Ora tis 
19 lzin u••"• Jaaa Konstruk&i RWKI Gratis 
20 Jzin Usaha Pcnggilingan Padi, Hullc.r, Ora tis 

Penvoeoban Beras 
21 in Usaha Wantet clan Game Net ratis 
27 1-'Tisaha Pen ... lolaan Paaar ·J.n,t1itiOn.al raua 
23 In ·usaha Toko Modern ratla 
24 !•'- Uaaha Pusat Perbelllnlaan Gratis 
25 lzin Penyambuf\Pn Jalan dengan Jalan Grat.la 

I 26. 
U111u111 
Tanda Da,••r Peru~ ITDP] Gratis .. 

27 Tam!a Daftar lnduslljJTDIJ Ora tis 
28 ·1 Tanda Dan•r uu~g [I'DOI Gratis 
29 Izin Reklame Gratis nii' !zin Riset. Survey, PKL untuk Mahasiswa, Gratis 

lSM den Lcmbaga / Peroranga..n dari Lua.r ' 
Ne-.i 

31 lzin Uaaha Jasa Titi=n Gratis 
32 lzln Penousa.haan 9 .. - Walet Gratis 
33 lzin Pen°0nnaaan Sanma Umum Gratis 

LAMPIRAN 11 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 4 TAHUl( ~16 
TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN PERlZINAN 
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN 
PER!ZlNAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO 

BIAVA/ RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN 

 



Pj. BUPATI PURWOREJO. 

TtcL 

AGUS lITOMO 

- JENIS IZIN 1:~t~!~1U i NO 
...____ .. - ·-· I Izin Prinsin PM 
e,._2 j lzin Prinsip Perluasan PM · 3 hari . -- I - 3 I Izin Prinain Perubaha.n PM I 5 h,ari 

4 l Izin Prinsio PenooAbungan PM 11 hari -· ..... 
5 lzin Ueaha PM 6 hari 
6 b;in Usah.a Perluasan PM 5 hari -· Izin Usaha Perube.han-PM 

. --· 
5 he.ri 1 

8 1zm-usa1ui Pen ....... b PM 5 hari ...... 
9 lzin Kantor Perwakilan Perusahaan A11.im, 5 heri 

- -·· - 
10 Sun1t Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan 5 bari 

•11-'-- ISIUP3Al 
_11 lzin Pembukaan Kantor .. Cabana 3 hari ! 

12 ; lzin Lokasi - .. ---. , 5 hari -· - . I 
13 . Izin Mendinlcen Banzunan (IMB) ' 5 hari ' 
14 Izin G---~- ,~ IHOl ··shari 
15 Izin Usaha Pffl:!aAADgan (SIUP) 3 hari --- .... 
16 !zin Usaha Industri nun .. 3 ha.ri 
17 lz.in Perluasan Industri 3hwi 

Ir.in Usaha Parlwts.ta 
.. 

~-.hari 
-· 

18 
19 lzin Usaha J~~-~onstruksi (IUJK) 5 hari - 
20 '. Izin U&aha Penggilinga~_Padi, Huller, Pcnyosohan Bera~- 5 ha.Ii 

........ 

21 Izin Usaha Wamet dan Game Net • 5 hari 
22 lzin Usaha PcnBlolaan Pasar Tradislonal 5 hari 
23 lztn Usah.a Toko Modern 5 hart 
24 lzin Usaha Pusat Perbelaniaan 5 bari 
25 lzin Penvambunun Jalan dHHl~ Jalan Umum 5 hari 

·_26 Tande. Daftar Perusahaan rrDPI -· 3 hari -- 27 T&.J?de. De.ft.er lndustri i'rol) ... 3 hari 
28 Tanda Daftar Gu,q~ ITDG) - 3 ban - 
29 J.zin Reklame 

.. 
3 hari 

30 lzin-Rlset, Survey, PKL untuk Maha!.iswe., LSM dan 3 hari 
! LcmhAH I Peroranzan dari Luar Nc-ri 

31 · lzin Usaha Jasa Titinan 5 hari I 
32 Izin ~usah.aa.n Burune Walet , 5 hari 

-J 33 lzin ~~~~ - Se.rana Umum j 5 hari ... 

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 4 TAJIUJr 2016 
TENT ANG 
STANOAR OPERASlONAL PROSEDUR 
PELAYANAN PERIZINAN 
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN 
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO 

STANDAR WAKTU PELAYANAN Pl!;RJZINAN 

 



AGUS UTOMO 

Pj. BUPAT! PURWOREJO, 

Ttd. 

. . S!STEM 
PEMOHON I PELAY A.NAN ' PEMROSESAN I TATA KE PALA INFORM AS I 

: ' : USAHA KPMPr DAN PP 

I 
P-=rmohonu I~ : 

don Penorlmaan Penerimaan h,.,...,.....,. 
Len&ko,p dan dan 

PcmerikSlllaJl Pemerikaaan ... ... .... 
1.engkapi 1-=ITidak I El § ses .. ... 

Tande Mcmbuat Penlnjauan 
TcrimQ ~ 

Tanda Lokaei 
Terima Tim Tcknis ... ... & I Data Bue I Rcg!strasl l™ak I El 

I • 
I ""i:!::. I .. I Laporan I • . ~ • Pembeyaran ,1 Ketilc SK l'1'D SK E] Retribusi 

Nomor 

J Terima Sl< I ~ I I : SKdan 
Registnuil TTO 

Kuti pan s lalcan 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 4 TAJrolf 2016 
TENTANO 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN PERIZINAN 
?ADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN 
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO 

BAGAN ALURPROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN 

 



Ttd.. 

AOUSITTOMO 

Pj. BUPATI PURWOREJO, 

MELAYANI SEPENUH HATl 

Kami seluruh karyawan 
Kantor Penanaman Modal da.n Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo 

Berjanji akan: 

MAKLUMAT PELAYANAN PERlZINAN 

LAMPIRAN V 
pgRATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 4 T.AHUN 2016 
TENTANO 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELA.YANAN PERIZINAN 
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN 
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO 

 


